SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR>Y TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAIAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG fJASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI PRINGSEWL,

Mcnimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pembentukan Leyanan Pengadasn
Berang/Jasa Secara Eleldtronik Kabupaten Pringsewu
telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;

. bahwa dengan telah diundangkannya Peratiaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016
tentauyg Pembentukan dan Susunagp Perangkat Daerah
Kabupaten Pringsewns, terdapat perubahan pada
instansi yang berwenang menangani  pelaksanaan
layanan pengadaan barang/ jasa secara elekronik;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, periu
menctapkan Peraturan Bupat: tentang Perubahan atas
Peraturan PBupati Pringsewu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/
Jasa Secara Elektronik Kabupaten Pringsew;

Mengingat ;1. Undang-ilndang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas daori
Korupsi, Kolusi dar Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncgara (Lewbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428h);




10.

11.

12.

L3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 5, Tambashan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tcntang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publilk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

IIndang-tIndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di  Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1932);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tocnlang
Pelayanan Publik (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenitang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indoncasia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoniesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncrrnnr 5587)
sebagaimana telah dicbah beberapakali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-lindang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peralwian Peincrinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelnlaan Keuangan Dsersh (Lembaran Negara
Repubbk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraimiran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah {Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Talmm 2014 Nomar 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55323};




14.

15.

16.

17.

18.

14,

20.

21.

23,

23.

249,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Lemnbaran Negara Repulilik Indonesiz Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah:

Pcraturan Presiden Nomor 534 Tehun 2010 ienlang
Pengadaan HRarang/.lasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 rentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2311 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahunm
2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolasn Barang Milik
Baerah;

Peraluran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
BarangfJasa Pemerintah (LKPP) Nomor 03 Tahun
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

Peraturans Daerah Kabupaten Pringsewua Nomor 07
Tahunn 2010 tentang Pokok-Pokok DPengelolaan
Keuangan Daerah  (Lembaran Daerrah  Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomer 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Prngsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daecrah Kabupaten Pringscwu Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupatt Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016
tcntang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tats Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Stafl Ahh
Bupal (Berita Dacrah Rabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomnor 42];




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG FPERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG  PEMBENTUKAN  LAYANAN  PENCGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
PRINGSEWU.

Fasal T

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewn
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten
Pringscwu {Berita Dacrah Kabupaten Pringsewu Tahun
20015 Nomar 01) diubah sebagai berilkut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, schingga Pasal 2 berbunyi
schaga borikut
Pasal 2

(1] Bupati Pringsewu membentuk LPSE Pemerintah
Kabupaten Pringsewwy yang bersifat Permanen,
melekat pada unmit yang sudah ada, vang
berkedudukan di Bagian Bina Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah  Kabupaten
Pringsewu.

{2) LPSE Pemmerinlah Kabupaten Pringsewu
sebagaimana dirmaksud pada ayat (1},
hertanggungjawab kepada Bupati dalam hal
penyelenggaraan LPSE dan  bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
dalam hal pengelolean dan penggunean anggaran
APBD melalul Dokumen Pelaksanaasn Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn.

2. Ketentuan Pasal & dibah, sehingga Pasal 6 berbunyi
scbagai berikut:
Pasal &

{1) Susunan organisasi LPSE terdiri dari:
permbitia;

kepala,

sckrctariat;

1nit administrasi sistem elektronik;
unit registrasi dan verifikasi;

unit layanan dan dukungan; dan
staf/pelaksana sekretariat.

® o020 TP

(2) Bagan struktur organisasi LPSE tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini,




3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingpa Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7

Kepala LPSE Pemenntah Kebupaten Pringscwu pada
Bagian Bina Administrasi Pembangunan Seckretarat
Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1] huruf b, secara ex-officie dijabat
olch Kepala Dagian Bina Administrasi Pembungunan
Sekretariat  Daerah  Kahupaten Pringsewu yang
mempunyai tugas metmnimpin LPSE dalam
melaksanakan tugas dan fungsi LPSE,

4. Kerentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebapad berikut:

Pasal 8§

(1) Selocetariat LPSE Pemerintah Kabupaten
Pringsewy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c, secara exofficic dijabat oleh
Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara
Elektronik: pade Bagian Bina Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Prinpsew.

(2) Sekretariat LPSE Pemerintah Kabupaten
Pringsewu scbagaimana dimaksud pads avat (1),
bertugas melaksanakan koordinasi,
ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian
terhadap program, kegiatan, admindstrasi dan
sumber daya dilngkungan LPSE.

{3} Dalamn melaksanakan tugas scbagaimana
dimalcsud pada ayat {2}, Sckretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan dilingkungan LPSE dan
lembaga terkait;

h. penyelenggaraan ketatausahaan dan

pengelolaan administrasi umum  untuk
menduliung kelancaran pclaksanaan tugas dan

fungsi LPSE;

¢. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber
daya;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
dan

¢. poleksanaan tugas lailn yang diberikan oleh
Kepala LLPSE sesuai dengan tugae dan fungsi.




5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingpa Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Unit Administrasi Sistem clcktronik mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), unit administrasi siswem clckaonik
men},'elenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunalk,
perangkat keras dan jaringan;

b. penangenan permasalalhan tekuis yang terjadi
untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan
layanan,;

c. pemberian informasi kepada LKPP tentang
kendala teknis yang terjadi Qi LFSE; dan

d. pelaksanaan instruksi dan LKPP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan.

Apar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten

Prinpgsewu.
Ditetapkan di Pringsewn
pada tanggal 3 Jumarl 2017
PENJABAT BUFATI PRINGSEWU,
dto
YUDA SETIAWAN
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 4 rameri 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A. BUDIMAN I'M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 03

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPFIRAN : PERATURAN BtUFATI PRINGSEWU

NCMOR

TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

. 07 mhrm 201
: T Jamuard 2017

LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWL]

PEMBINA

KEFALA LPSE

N

DHNIT ADMINISTRAS)
SISTEM ELEKTRONIK

F

h 4

SEKRETARIAT

1

LNIT REGISTRAS]
DAN VERIFIKASIT

UNIT LAYANAN AN
DUKLNGAN

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

dto
YHDA SETIAWAN
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